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ABSTRAK

CATATAN

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung
penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum, dan persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui
Persetujuan Nomor B/ 1588/M.KT.01/2020 tanggal 30 November 2020 tentang
Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera
Selatan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 938/KMK.05/2019 tanggal 26
Desember 2019 tentang Penetapan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera
Selatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai
Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU
No. 39 Tahun 2008; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan meliputi kedudukan, tugas, dan
fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan
pemberhentian, lokasi balai pengelola kereta api ringan Sumatera Selatan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021 dan
ditetapkan tanggal 22 Maret 2021.

Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menyampaikan
usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian fungsi, uraian jenis kegiatan
organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan,
standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan,
analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Sekretaris Jenderal untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 119 Tahun 2018 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1754), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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